
 

 

 

 

PERATURAN  
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 

 
 NOMOR   12   TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 
PEDOMAN PEMETAAN WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan pemetaan dalam 

rangka usulan dan penetapan wilayah masyarakat 

hukum adat yang akurat, terintegrasi, dan dapat 

dipertanggungjawabkan, maka diperlukan pedoman 

pemetaan wilayah masyarakat hukum adat; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 57 Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, 

Badan Informasi Geospasial melakukan pembinaan 

kepada penyelenggara Informasi Geospasial Tematik 

berupa penerbitan peraturan perundang-undangan, 

pedoman, standar dan spesifikasi teknis; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial 

tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat 

Hukum Adat; 
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Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 

2.      Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502); 

3. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang 

Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang 

Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014 

tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan 

Masyarakat Hukum Adat; 

5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada 

Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000; 

 

       MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG 

PEDOMAN PEMETAAN WILAYAH MASYARAKAT HUKUM 

ADAT. 
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Pasal 1 

Pedoman pemetaan wilayah masyarakat hukum adat 

merupakan acuan bagi pemerintah daerah, masyarakat 

hukum adat, dan fasilitator dalam pemetaan wilayah 

masyarakat hukum adat. 

 

Pasal 2 

Pedoman pemetaan wilayah masyarakat hukum adat terdiri 

atas tahapan: 

a. pembentukan peta usulan wilayah masyarakat hukum 

adat; dan 

b. pembentukan peta usulan penetapan wilayah 

masyarakat hukum adat. 

 

 

Pasal 3 

(1) Peta Usulan Wilayah Masyarakat Hukum Adat 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a 

merupakan peta yang memuat cakupan wilayah 

masyarakat hukum adat yang diusulkan oleh 

masyarakat hukum adat berdasarkan hasil penelitian 

dokumen masyarakat hukum adat dan kesepakatan 

musyawarah adat. 

(2) Pembentukan peta usulan wilayah masyarakat hukum 

adat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Badan ini. 
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Pasal 4  

(1) Peta Usulan Penetapan Wilayah Masyarakat Hukum 

Adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b 

memuat hasil verifikasi dan validasi yang dinyatakan 

dalam bentuk rekomendasi.  

(2) Pembentukan Peta Usulan Penetapan Wilayah 

Masyarakat Hukum Adat, sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

 

Pasal 5 

(1) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Masyarakat 

Hukum Adat dengan melibatkan pihak terkait. 

(2) Dalam tahapan verifikasi dan validasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Badan Informasi Geospasial 

melakukan pendampingan teknis pemetaan. 

(3) Pendampingan teknis pemetaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Pejabat Pimpinan 

Tinggi Pratama yang mempunyai tugas di bidang 

pemetaan dan integrasi tematik.  

 

 

Pasal 6 

(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota oleh 

Panitia Masyarakat Hukum Adat. 

(2) Rekomendasi digunakan sebagai dasar penetapan 

wilayah masyarakat hukum adat. 
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(3) Penetapan wilayah masyarakat hukum adat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 7 

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

 

Ditetapkan di Cibinong 

pada tanggal 4 Desember 2017 

 

KEPALA 

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL, 

 

     ttd. 

 

HASANUDDIN Z. ABIDIN 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

      Kepala Bagian Hukum 

 

  ttd. 

 

             Ida Suryani 
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Prakata 

 

 

Pedoman pemetaan wilayah masyarakat hukum adat bagian 1: 

pembentukan peta usulan wilayah masyarakat hukum adat merupakan 

bagian pertama dari Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat 

(MHA) yang terdiri atas 2 bagian. 

 

Pedoman ini menetapkan pembentukan peta usulan wilayah MHA secara 

partisipatif sebagai acuan dalam kegiatan pembentukan peta usulan 

wilayah MHA dalam rangka pengakuan dan perlindungan masyarakat 

hukum adat.  

 

Pedoman ini mengatur penyusunan tim pembentukan peta usulan wilayah 

MHA dan mekanisme pembentukan peta usulan wilayah MHA yang terdiri 

atas beberapa tahapan yaitu pengumpulan dan penelitian dokumen MHA, 

penggunaan data dasar dan data spasial pendukung lainnya, pembentukan 

peta usulan wilayah MHA, penyajian peta, penyimpanan, dan pelaporan. 

Pedoman ini juga dilengkapi dengan ketentuan format berita acara yang 

diperlukan sebagai dokumentasi pelaksanaan pada beberapa tahapan dan 

spesifikasi penyajian peta sebagai pedoman penyajian peta usulan wilayah 

MHA. 

 

Pedoman Pemetaan Wilayah MHA bagian 1: pembentukan peta usulan 

wilayah MHA ini disusun dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dalam rangka pengakuan dan perlindungan MHA.
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PEMBENTUKAN PETA USULAN  

WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT 

 

 

1    Ruang lingkup 

Standar ini menetapkan mekanisme pembentukan peta usulan wilayah 

MHA secara partisipatif.  

 

2    Istilah dan definisi 

2.1 Batas 

Tanda pemisah antara wilayah yang bersebelahan baik berupa batas 

alam maupun batas buatan 

 

2.2 Batas Alam 

Unsur alami seperti igir gunung/bukit, lembah, sungai, pantai, dan 

danau yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah 

 

2.3 Batas Buatan 

Unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, dan 

saluran irigasi yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah 

 

2.4 Citra Tegak Resolusi Tinggi 

Citra yang dihasilkan dari perekaman satelit atau wahana lainnya yang 

memiliki resolusi spasial tinggi dan telah dilakukan orthorektifikasi 

 

2.5 Data Dasar 

Peta rupabumi Indonesia dan/atau citra tegak resolusi tinggi 

 

2.6 Delineasi 

Proses penarikan dan penggambaran garis batas 

 

 



	

	 2	

2.7 Digitisasi 

Proses konversi data geospasial atau data non-geospasial dari sistem 

grafis (media cetak) ke sistem digital dengan format tertentu yang dapat 

dilakukan dengan cara line digitizing atau scanning/pemindaian 

 

2.8 Identifikasi Masyarakat Hukum Adat  

Proses identifikasi keberadaan MHA berdasarkan sejarah MHA, wilayah 

adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, serta 

kelembagaan/sistem pemerintahan adat 

 

2.9 Kartometrik 

Penelusuran/penarikan garis batas pada peta dan 

pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak, dan luas cakupan 

wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial 

lainnya sebagai pendukung. 

 

2.10 Masyarakat Hukum Adat  

Warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup 

berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan 

pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat 

hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya 

sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, 

hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun 

temurun. 

 

2.11 Tumpang Susun 

Tumpang susun adalah operasi dalam sistem infromasi geografis yang 

menggabungkan satu layer data spasial di atas layer lain untuk 

mengidentifikasi hubungan antar fitur di dalamnya 

 

2.12 Peta 

Gambaran unsur alam dan/atau unsur buatan baik yang berada di atas 

maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu 
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bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi, dan georeferensi 

tertentu 

 

2.13 Peta Usulan Wilayah Masyarakat Hukum Adat 

Peta yang memuat cakupan wilayah masyarakat hukum adat yang 

diusulkan oleh masyarakat hukum adat berdasarkan hasil penelitian 

dokumen MHA dan kesepakatan musyawarah adat 

 
2.14 Sistem Referensi Nasional 

Suatu sistem koordinat nasional yang konsisten dan kompatibel dengan 

sistem koordinat global 

Catatan:     

Sistem referensi nasional yang berlaku di Indonesia adalah sistem 

referensi geospasial Indonesia 

 

3   Tim Pembentukan Peta Usulan Wilayah Masyarakat Hukum Adat 

Peta usulan wilayah MHA dibuat secara partisipatif oleh MHA yang 

terdiri atas ketua adat, tokoh adat, dan perwakilan masyarakat hukum 

adat. Pembentukan peta usulan wilayah MHA dapat didampingi oleh 

fasilitator sebagai berikut: 

a. Perguruan tinggi setempat; 

b. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat; dan/atau  

c. Institusi pemerintah di bidang kehutanan dan/atau pertanahan. 

 

4.  Mekanisme Pembentukan Peta Usulan Wilayah Masyarakat Hukum 

Adat 

Pembentukan peta usulan wilayah MHA dilaksanakan dengan beberapa 

tahapan sebagai berikut. 

a. Pengumpulan dan penelitian dokumen MHA; 

b. Penggunaan data dasar dan data spasial pendukung lainnya; 

c. pembentukan peta usulan wilayah MHA; 

d. Penyajian peta; 

e. Penyimpanan data; dan 

f. Pelaporan. 
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Gambar 1. Diagram alur mekanisme pembentukan peta usulan wilayah 

Masyarakat Hukum Adat 

 

  4.1   Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Masyarakat Hukum Adat 

Dokumen yang dikumpulkan dan diteliti terdiri atas: 

a.  Dokumen yang berisi deskripsi MHA 

1) Dokumen historis MHA; 

2) Dokumen sosial budaya dan kearifan lokal MHA; 

dan/atau 

3) Dokumentasi dan narasi pengetahuan lokal MHA 

b.  Dokumen terkait batas wilayah administrasi 

1) Dokumen yuridis batas wilayah administrasi desa; 

dan/atau 

2) Dokumen terkait batas wilayah administrasi lainnya 

 

Penelitian dokumen MHA dilakukan untuk mengidentifikasi 

keberadaan MHA dengan hasil berupa narasi indikasi wilayah 

MHA yang selanjutnya disepakati melalui musyawarah adat.  

Musyawarah adat dilengkapi dengan notulen dan daftar hadir 

musyawarah adat dengan format notulen disajikan pada 

Lampiran A.1. Narasi indikasi wilayah MHA yang disepakati 

melalui musyawarah adat juga dituangkan dalam berita acara. 

Berita acara tahapan pengumpulan dan penelitian dokumen MHA 

ditandatangani oleh Ketua MHA. Fasilitator menandatangani 

berita acara jika pembentukan peta usulan wilayah MHA 

didampingi oleh fasilitator. Format berita acara disajikan pada 

Lampiran A.2. 

 

Pembentukan 
peta usulan 
wilayah MHA 
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4.2    Penggunaan Data Dasar Dan Data Spasial Pendukung Lainnya 

Data dasar yang digunakan dalam pembentukan peta usulan 

wilayah MHA adalah sebagai berikut. 

a.  Peta Rupabumi Indonesia minimal skala 1 : 50.000, 

selanjutnya disebut Peta RBI; dan/atau 

b.  Citra tegak resolusi tinggi dengan spesifikasi teknis 

mempunyai resolusi spasial paling rendah 4 meter. 

 

Data spasial pendukung lainnya yang dapat digunakan dalam 

pembentukan peta usulan wilayah MHA adalah sebagai berikut. 

a. Data Digital Elevation Model (DEM); 

b. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah; 

c. Peta dasar pertanahan; 

d. Peta pajak bumi dan bangunan; 

e. Peta pendaftaran tanah;  

f. Peta laut; dan 

g. Lain-lain 

 

Tahapan penggunaan data dasar dan data spasial pendukung 

lainnya dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh 

Ketua MHA. Fasilitator menandatangani berita acara jika 

pembentukan peta usulan wilayah MHA didampingi oleh 

fasilitator. Format berita acara disajikan pada Lampiran B. 

 

4.3    Pembentukan Peta Usulan Wilayah Masyarakat Hukum Adat 

Pembentukan peta usulan wilayah MHA dilakukan dengan 

tahapan sebagai berikut. 

a.  Tumpang Susun 

Seluruh data spasial baik data dasar maupun data spasial 

pendukung lainnya dilakukan tumpang susun (overlay) 

menggunakan perangkat lunak sistem informasi geografis 

(SIG). Seluruh data tersebut dipastikan sudah berada dalam 

satu sistem referensi nasional yang berlaku. Data spasial yang 
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belum mempunyai sistem referensi nasional, harus dilakukan 

transformasi koordinat mengacu ke sistem referensi nasional 

yang berlaku.Hasil overlay seluruh data spasial disajikan 

dalam format digital dan format cetak sebagai media untuk 

melakukan delineasi usulan wilayah MHA.  

 

b. Delineasi Usulan Wilayah Masyarakat Hukum Adat 

Delineasi usulan wilayah MHA dilakukan dengan penarikan 

garis batas secara kartometrik dengan prinsip penarikan garis 

batas disajikan pada Lampiran C. Ketentuan teknis delineasi 

usulan wilayah MHA adalah sebagai berikut. 

1) Garis batas wilayah MHA ditarik berdasarkan narasi 

indikasi wilayah MHA yang dihasilkan dari tahapan 

penelitian dokumen MHA pada poin 4.1, pada data spasial 

hasil overlay pada poin 4.3.a; 

2) Delineasi dapat dilakukan di atas peta cetak atau pada 

data digital secara on-screen; 

3) Hasil delineasi yang dilakukan di atas peta cetak 

selanjutnya dilakukan digitisasi; 

4) Garis batas wilayah MHA yang sudah dalam format digital 

diberikan data atribut garis batas wilayah MHA; dan 

5) Hasil delineasi usulan wilayah MHA dituangkan dalam 

berita acara deskripsi usulan wilayah MHA dengan format 

berita acara disajikan pada Lampiran D. 

 

4.4    Penyajian Peta 

Penyajian peta usulan wilayah MHA dilakukan sesuai dengan 

spesifikasi penyajian peta pada Lampiran E. Peta usulan wilayah 

MHA dibuat dalam format cetak dan digital. Contoh peta usulan 

wilayah MHA hanya sebagai ilustrasi penyajian peta. 
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4.5    Penyimpanan Data 

Seluruh dokumen baik dalam bentuk deskripsi maupun spasial 

yang digunakan dan dihasilkan pada pembentukan peta usulan 

wilayah MHA disimpan dalam folder dengan urutan sebagai 

berikut: 

a. Folder dokumen deskripsi MHA; 

b. Folder data dasar; 

c. Folder data spasial pendukung lainnya; dan 

d. Folder peta usulan wilayah MHA: 

- Format softcopy: peta usulan wilayah MHA dengan format 

penyimpanan data SIG vector; dan 

- Format hardcopy: pindaian peta usulan wilayah MHA 

 

4.6    Pelaporan 

Laporan kegiatan pembentukan peta usulan wilayah MHA berisi 

dokumentasi proses dan hasil kegiatan. Laporan minimal 

mencakup penjelasan mengenai: 

a. Pengumpulan dan penelitian dokumen MHA; 

b. Penggunaan data dasar dan data spasial pendukung lainnya; 

c. pembentukan peta usulan wilayah MHA; 

d. Penyajian peta; dan  

e. Penyimpanan data. 

 

Laporan dilampiri dokumen sebagai berikut: 

a. Pindaian berita acara pengumpulan dan penelitian dokumen 

MHA 

b. Pindaian berita acara penggunaan data dasar dan data spasial 

pendukung lainnya 

c. Pindaian berita acara deskripsi usulan wilayah MHA 

d. Pindaian peta usulan wilayah MHA 
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Lampiran A 

(normatif) 

Format Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Masyarakat 

Hukum Adat 

A.1    Format Notulen Musyawarah Hukum Adat	
NOTULEN 

MUSYAWARAH ADAT 
PENGUMPULAN DAN PENELITIAN DOKUMEN MASYARAKAT HUKUM ADAT 

 
Nomor……………….(1) 

 

Pada hari ini …… (2), tanggal ....... (3) bulan ……(4) tahun …..(5) bertempat 
di…………….(6) telah dilaksanakan musyawarah adat dalam rangka pengumpulan 
dan penelitian dokumen Masyarakat Hukum Adat (MHA) untuk mendapatkan 
kesepakatan indikasi wilayah MHA ……….. (7) sebagai berikut: 

Dimulai 
dari……………………………………………………………………………………………...  
………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………...……………
……………… (8), segmen ini telah/belum disepakati. 

 Demikian notulen ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya 
 
 

Mengetahui, Mengetahui, 

Ketua MHA 

…….. (9) 

Tokoh Adat 

……. (10) 

 

…………………………………… 
 

…………………………………… 
 

Perwakilan MHA 

…….. (11) 

Perwakilan MHA  

……. (11) 

 

…………………………………… 
 

…………………………………… 

Fasilitator 

…….. (12) 

 

…………………………………… 
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Keterangan pengisian berita acara 

(1) Diisi nomor berita acara;  

(2) Cukup jelas;  

(3) Cukup jelas; 

(4) Cukup jelas;  

(5) Cukup jelas;  

(6) Cukup jelas;  

(7) Diisi nama MHA, dalam hal ini adalah sebagai pemohon; 

(8) Diisi deskripsi kesepakatan indikasi wilayah MHA berdasarkan hasil 

musyawarah adat; 

(9) Diisi nama jelas Ketua MHA; 

(10) Diisi nama jelas tokoh adat MHA; 

(11) Diisi nama jelas perwakilan MHA; dan 

(12) Diisi nama jelas dan tanda tangan ketua fasilitator, jika pembentukan 

peta usulan wilayah MHA didampingi oleh fasilitator. 
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A.2   Berita Acara Pengumpulan Dan Penelitian Dokumen Masyarakat 

Hukum Adat  

 
BERITA ACARA 

PENGUMPULAN DAN PENELITIAN DOKUMEN MASYARAKAT HUKUM ADAT 
 

Nomor……………….(1) 

 
Pada hari ini …… (2), tanggal ....... (3) bulan ……(4) tahun …..(5) bertempat 
di…………….(6) telah dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen 
Masyarakat Hukum Adat (MHA), dengan hasil sebagai berikut: 
 
Dokumen MHA yang digunakan adalah:  
………………………………………(7) 
………………………………………(7) 
dan seterusnya 
 
Dokumen terkait batas wilayah administrasi yang digunakan adalah:  
………………………………………(8) 
………………………………………(8) 
dan seterusnya 
 
Usulan wilayah MHA hasil penelitian dokumen MHA adalah sebagai berikut:  
………………………………………...(9)  
………………………………………...(9)  
dan seterusnya  
 
 Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya 
 
 

Mengetahui, Mengetahui, 

Ketua MHA 

…….. (10) 

Ketua Fasilitator 

……. (11) 

 

 

 

…………………………………… 

 

 

 

…………………………………… 
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Keterangan pengisian berita acara 

(1) Diisi nomor berita acara; 

(2) Cukup jelas;  

(3) Cukup jelas; 

(4) Cukup jelas; 

(5) Cukup jelas;  

(6) Cukup jelas;  

(7) Diisi nama dan jenis dokumen yang berisi deskripsi MHA yang 

digunakan;  

(8) Diisi nama dan jenis dokumen terkait batas wilayah administrasi yang 

digunakan; 

(9) Diisi nama identifikasi usulan wilayah MHA hasil penelitian dokumen 

MHA; 

(10) Diisi nama jelas dan tanda tangan ketua MHA; dan 

(11) Diisi nama jelas dan tanda tangan ketua fasilitator, jika pembentukan 

peta usulan wilayah MHA didampingi oleh fasilitator. 
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Lampiran B 

(normatif) 

Format Berita Acara  

Penggunaan Data Dasar dan Data Spasial Pendukung Lainnya 

 

BERITA ACARA 

PENGGUNAAN DATA DASAR DAN DATA SPASIAL PENDUKUNG LAINNYA 

Nomor……………….(1) 

 

Pada hari ini …… (2), tanggal ....... (3) bulan …… (4) tahun …..(5) 

bertempat di…………….(6) telah dilaksanakan penggunaan data dasar dan 

data spasial pendukung lainnya untuk pembentukan peta usulan wilayah 

Masyarakat Hukum Adat (MHA), dengan hasil sebagai berikut: 

1. Data dasar yang digunakan adalah:  

1. ………………………………………(7) 

2. ………………………………………(7) 

3. dan seterusnya 

 

2. Data spasial pendukung lainnya adalah sebagai berikut:  

1. ………………………………………...(8)  

2. ………………………………………...(8)  

3. dan seterusnya  

 

 Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya 

Mengetahui, Mengetahui, 

Ketua MHA 

…….. (9) 

Ketua Fasilitator 

……. (10) 

 

 

 

…………………………………… 

 

 

 

…………………………………… 
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Keterangan pengisian berita acara: 

(1) Diisi nomor berita acara;  

(2) Cukup jelas;  

(3) Cukup jelas;  

(4) Cukup jelas;  

(5) Cukup jelas; 

(6) Cukup jelas;  

(7) Diisi nama dan jenis data dasar yang digunakan;  

(8)  Diisi nama dan jenis data spasial pendukung lainnya yang     

digunakan; 

(9) Diisi nama jelas dan tanda tangan ketua MHA; dan 

(10) Diisi nama jelas dan tanda tangan ketua fasilitator, jika pembentukan   

peta usulan wilayah MHA didampingi oleh fasilitator. 
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Lampiran C 

(informatif) 

Prinsip Penarikan Garis Batas Secara Kartometrik 

 

 

Garis batas dapat digambarkan berdasarkan penanda alam, penanda 

buatan, dan penanda batas lainnya yang disepakati. Prinsip-prinsip 

penarikan garis batas adalah sebagai berikut. 

 

1    Menggunakan Penanda Batas Alam 

Bentuk alam yang umum digunakan sebagai penanda batas antara lain 

sungai, watershed dan danau. Prinsip penarikan garis batas pada 

penanda batas alam antara lain: 

1.1   Sungai 

Garis batas disungai merupakan garis khayal/imajiner pada as 

sungai dan/atau tepi sungai. Ilustrasi garis batas menggunakan 

penanda batas alam berupa sungai dapat dilihat pada gambar C.1. 

 

 

 
 

Gambar C.1.Garis putus-putus berwarna merah menunjukkan garis batas 

pada as sungai dan warna biru menunjukkan garis batas 

pada tepi sungai. 
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1.2    Watershed 

Pada umumnya batas yang menghubungkan antar gunung 

menggunakan watershed. Ilustrasi garis batas menggunakan 

penanda batas alam berupa watershed dapat dilihat pada 

Gambar C.2. 

 
Gambar C.2. Ilustrasi garis batas menggunakan watershed 

 

CATATAN:     

Warna Hijau, Merah, dan Biru dalam gambar B.2 merupakan garis 

watershed. Garis watershed yang akan digunakan sebagai batas 

merupakan hasil kesepakatan antar kedua desa nantinya. 

 

1.3    Danau/kawah 

a) Jika seluruh danau/kawah masuk kesalah satu wilayah, maka 

tepi danau/kawah menjadi batas antara dua wilayah. Sebagai 

ilustrasi dapat dilihat pada gambar C.3. 

 
 

Gambar C.3. kondisi garis batas dimana seluruh danau/kawah masuk 

kesalah satu wilayah. 
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b)   Jika garis batas memotong danau/kawah, maka garis batas 

pada danau adalah garis khayal yang menghubungkan antara 

dua titik kartometrik yang merupakan perpotongan garis 

batas dengan tepi danau/kawah.  Jika batasnya adalah 

pertemuan lebih dari dua batas wilayah maka dilakukan 

pengukuran titik koordinat batas pada danau/kawah (titik 

simpul) secara kartometrik. 

 

c)   Metode yang digunakan adalah metode garis tengah/median 

line atau metode lain yang disepakati oleh wilayah yang 

berbatasan. Ilustrasi pada gambar C.4 menjadi contoh 

penarikan batas wilayah yang membagi danau dengan metode 

garis tengah.  

 

 
i 

 
 

ii 

Gambar C.4. metode garis tengah/median line 

 

Gambar C.4 bagian i merupakan kondisi garis batas yang ditarik 

dengan metode sama jarak, terletak di garis tengah danau dan 

membagi danau menjadi 3, sedangkan ii merupakan kondisi garis 

batas yang ditarik dengan metode sama jarak  dan terletak di 

garis tengah danau dan membagi danau menjadi lebih dari 3. 

 

 

 

 




































































